
3 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

2 

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten 
Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437); 
Unclang-Unclang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nornor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

Menglngat : 1 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggara 2021, perlu ditetapkan 
Peraturan Bupati Bombana tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 ; 

DENG.AN RABMAT TUBAN YANG MAHA ESA 
BUPATI BOMBA.NA, 

PERATURAN BUPAn KABUPATEN BOMBANA 
NOMOR 74 TABUN 2021 

TENTANG 

PERJABARA!f PERUBABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEi.ANJA DAERAB 
_TABUN ANGGARAN 2021 
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 44210); 
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130; Tambahan Lembaran Negara Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049); 

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 
Tahun 2012 tentang Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 
Peraturan Pemerintah Nomor SS Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah K~pada 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, clan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 ten tang Tata Cara Pelaksanaan Togas clan 
Wewenang serta Kedudukan keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi 
Sulawesi Tenggara; 
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19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi 
Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

20 .Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan 
Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Opcraional (berita negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); , 

13 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemcrintahan 
(Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5165); 

14 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
73, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia nomor 6041); 

15 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 106); 

16 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaa Keuangan Daerah (Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); 

17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan 
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaiman telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan 
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525); 

18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 
Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaiman 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 
2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Bclanja Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565); 



141.832 .034.875,00 Rp. 

3. Pcmbiayaan Daerah 
a. Pcnerimaan pcm biayaan 

1) Semula 

1. l 76.931.592.698,00 Rp. 

1.105.775.940.974,00 
71.155.651. 724,00 

2. Belanja Dacrah 
a. Semula : Rp. 
b. Bertambah/ (berkurang) : Rp. 

Jumlah belanja setelah perubahan 

Paa12 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 

Pual 1 

PERATURAII BUPATI BOMB.AKA TENTANG PENJABARAN PERUBAIIAN ANGGARAN 
PE!IDAPATAll DAB BELAIIJA DAERAII TABUJI ANGGARAN 2021 

Menetapbn 

MElltJTOSKAll 

21 Peraturan Menteri dalam Ncgcri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Pcnyusunan Anggaran 
pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; 

22 Kcputusan Gubemur Sulawesi Tcnggara Nomor 13 Tahun 2021 tcntang Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah Kabupatcn tcntang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2021; 

23 Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 
Kcuangan Daerah. 

1.080.806.422.839,00 Rp. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp. 1.105.775.940.974,- 
bertambah sebesa.r Rp. 71.155.651.724,- sehingga menjadi Rp. 1.176.931.592.698,-; dengan rincian sebagai berikut: 

1. Pendapatan Daerah 
a. Semula : Rp. 1.037.301.803.000,00 
b. Bertambah/ (berkurang) : Rp. 4_3_.5_0_4_.6_1_9_.8_3~9,~0_0 

Jumlah pendapatan setelah perubahan 



Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Dildasifikasi Menurut Kelompok, Jcnis, Objck, 
Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pcmbiayaan; 
Penjabaran Pcrubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, 
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Bclanja, clan 
Pcmbiayaan; 
Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah; 
Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial; 
Rincian Dana Otonomi Khusus Mcnurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, 
Kegiatan, Sub Kcgiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan 
Pcmbiayaan; 
Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pcrtambangan gas Alam/Tambahan DBH- 
Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pcmerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kcgiatan, 
Sub Kcgiatan, Kelompok, Jcnis, Objck, Ri.ncian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 
Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 
Program, Kegaitan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jcnis, Objck, Rincian Objek Pendapatan, Belanja 
dan Pembiayaan; 

7. Lam pi ran Vil 

6. Lampiran VI 

3. La.mpiran m 
4. Lampiran IV 
5. Lampiran V 

2. Lam piran II 

1. Lam piran I 

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 2, 
tcrcantum dalam La.mpiran yang merupakan bagian yang tidak tcrpisahkan dari Pcraturan Daerah ini, tcrdiri atas: 

Pasa13 

96.125.169.859,00 
0 

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp. 
Sisah Lcbih Penggunaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) setelah Rp. 
perubahan 

73.147 .280.576,00 Rp. 

169.272.450.435,00 Rp. 

b. Pengeluaran pembiayaan 
1) Semula : Rp. 73.357.896.901,00 
2) Bertambah/ (bcrkurang) : Rp. - 210.616.325 
Jumlah pengeluaran pembiayaan sctelah perubahan 

2) Bertambah/ (bcrkurang) : Rp. 27.440.415.560,00 
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan 



BERITA DAERAB KABUPATEK BOMBAlfA TAHUlf 74 ROMOR 2021 

Diundangkan di Rumbia, 
Pada tanggal 22 Oktober 2021 

AlEll,RJ!:1'.ARIS DAER.AB, 

Pcraturan Bupaati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, mcmerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Serita Daerah K.abupaten Bombana. 

Pual.6 

Lampiran scba.gaimana tersebut dalam pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini. 
Pual.5 

Pclaksanaan pcnjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam 
dokumen pclaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dcngan kctentuan perundang-undangan. 

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bombana pada Dacrah Pcrbatasan Dalam 
Ran~an Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Pcraturan Kepala Daerah tentang 
Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara. 

e. Lam.piran vm 

Pual.4 


